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Dalam Pasal 153 HIR ayat 1 dikatakan  bahwa jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua
orang Komisaris dari Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemeriksaan setempat diatur di dalam
SEMA No. 7 Tahun 2001, dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa
tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke tempat objek sengketa berada hal ini
dimaksudkan untuk menghindari putusan yang akan non executable atau tidak dapat dilaksanakan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata yang dilakukan oleh
Hakim, untuk mengetahui fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dan menjelaskan dampak yang terjadi apabila tidak
dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode secara yuridis-empiris yang didukung dengan
wawancara 2 (dua) orang hakim sebagai responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian hakim datang ke
tempat objek sengketa, setelah persidangan di objek sengketa maka panitera membuat berita acara persidangan dan hakim membuat
akta pendapat. Pemeriksaan setempat memiliki fungsi untuk menguatkan serta memperjelas fakta atau peristiwa dari objek sengketa
sehingga apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan
yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas.
Disarankan kepada pembuat Undang-undang agar peraturan mengenai pemeriksaan setempat diatur secara jelas dan khusus
sehingga dapat memudahkan untuk memahami serta mempelajari mengenai pemeriksaan setempat dan diharapkan kepada setiap
hakim untuk melakukan proses pemeriksaan setempat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan sesuai dengan tata cara yang
sudah dilakukan sebelumnya.
